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RINGKASAN

Penelitian ini fokus untuk menyelidiki ide-ide rekonstruksi tradisi
konstitusional di kalangan pendiri Indonesia dan perkembangannya dalam
praktek sebelum dan setelah amandemen Konstitusi Indonesia. Dengan
bersumber pada dokumen-dokumen atau disebut penelitian normatif,
penelitian ini menemukan bahwa ada dua pola rekonstruksi tradisi di
Indonesia yang digunakan sebagai model untuk rekonstruksi tradisi dalam
konstitusi, yaitu partikular absolut dan partikular relatif. Secara historis,
sebelum amandemen Konstitusi Indonesia, rekonstruksi tradisi yang
dipraktekkan berdasarkan model partikular absolut., sedangkan setelah
amandemen konstitusi cenderung menolak untuk merekonstruksi Tradisi di
struktur nasional tetapi mengakui tradisi di struktur lokal. Secara umum, dapat
disimpulkan bahwa amandemen konstitusi Indonesia tidak memiliki pola yan
jelas dalam rekonstruksi tradisi. Ini bertentangan dengan makna asli dari para
pendiri Indonesia yang meyakini tradisi sebagai dasar untuk menciptakan
sebuah sistem konstitusi nasional.

Sebagai perbandingan, Malaysia telah melakukan rekonstruksi tradisi
berdasarkan model partikular relatif dengan menerapkan tradisi Perpatih,
yang berasal dari Tradisi Minangkabau. Tradisi Perpatih adalah tradisi
demokrasi yang diterapkan di Negeri Sembilan, Malaysia. Berdasarkan tradisi
Perpatih, Yang di-Pertuan Besar sebagai raja dari Negeri Sembilan harus dipilih
empat Undang. Para pendiri Malaysia telah menerapkan tradisi Perpatih dalam
sistem monarki elektif Malaysia untuk memilih Yang di-Pertuan Agong sebagai
raja dari Malaysia dalam jangka waktu lima tahun. Hal ini menunjukkan
bahwa Malaysia merekonstruksi tradisi dalam struktur nasional dan lokal.



KATA PENGANTAR

Laporan akhir penelitian tahun ketiga ini difokuskan pada penemuan
data tradisi yang berlaku di tiga daerah, yakni tradisi Jawa di Solo-Jogjakarta,
tradisi Bugis-Makassar di Makassar, dan tradisi Minangkabau di Padang.
Selanjutnya semua data diintegrasikan dengan hasil penelitian tahun ke-1 dan
tahun ke-2 sehingga menjadi penelitian yang utuh dan lengkap.

Secara umum, penelitian ini menemukan bahwa rekonstruksi tradisi di
Indonesia sebelum amandemen UUD 1945 menerapkan model partikular
rlatif, namun setelah amandemen cenderung menolak tradisi yang akan
direkonstruksi dalam struktur nasional, tetapi mengakui tradisi di struktur
lokal. Dari segi perbandingan hukum, Malaysia telah merekonstruksi tradisi
baik dalam struktur nasional dan lokal. Malaysia merekonstruksi tradisi
Perpatih, yang sebenarnya berasal dari Minangkabau.

Output dari penelitian tahun ketiga adalah diseminasi hasil penelitian
yang dilakukan di: (1) Konferensi Internasional Asian Law Institute (ASLI) di
University of Malaya Kuala Lumpur pada 29-30 Mei 2014; (2) Konferensi
Internasional Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia (AFHI) di Universitas Bina
Nusantara Jakarta pada 2-4 September 2014; dan (3) Seminar Nasional MPR-RI

tentang Menggagas Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Model GBHN



pada 20 Juni 2014. Sementara itu untuk jurnal internasional pengajuan
manuskrip pertama ke Asian Journal of Comparative Law ditolak. Lalu naskah
artikel diajukan ke Jurnal Review of History and Political Science yang hingga
laporan ini disusun masih dalam proses double blind peer review. Ouput yang
terkahir adalah penerbitan buku yang akan diterbitkan oleh GENTA Publishing
Yogyakarta dan dalam proses editing.

Penelitian ini tentu saja masih banya mengandung kekurangan, baik
dari segi prosedur penelitian maupun substansinya. Oleh karena itu,
diharapkan agar penelitian ini dapat memantik penelitian lain untuk lebih
memperkaya dan memperdalam topik penelitian tentang rekonstruksi tradisi
yang masih tidak banyak dilakukan oleh banyak peneliti, khususnya peneliti
dalam bidang hukum tata negara.

Bagaimanapun, penelitian ini berutang budi pada banyak orang yang
telah membantu kelancaran penelitian ini, terutama staf di LPPM UMS dan
teman-teman sejawat di Fakultas Hukum dan Sekolah Pascasarjana UMS.
Selain ini tidak dapat dilupakan bantuan dari teman-teman di Makassar dan
Padang yang telah bersedia berdiskusi dan mengantar ke tokoh-tokoh
informan untuk memperoleh data. Demikian pula kepada teman-teman di
Malaysia, khususnya di Universiti Kebangsaan Malaysia dan Kerajaan Negeri

Sembilan yang juga telah banyak menyediakan data yang diperlukan bagi



penelitian ini. Terakhir tentu saja penelitian ini sangat berutang pada bantuan
keluarga yang sudah mendukung selama proses penelitian ini. Terima kasih

untuk semuanya, semoga Allah SWT membalas semua kebaikannya.

Surakarta, November 2014

Dr. Aidul Fitriciada Azhari
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